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QANUN KABUPATEN ACE} SINGKIL
NOMOR : 37 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BUPATI ACEH SINGKIL

Memimbang - a2 bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan
penyusunan dan penvesuaian Susunan Organisast dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kena dan Mobilites Penduduk yang mampu mengakomodasi
pelaksunaan Otonomt Daerah dengan wewenang yang luas, nvata dan
bertanggung jawab secara professional:

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

—_—

Mimroingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 lentany  Penetapan peraturan
Pemerintah Pengeanti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Perubnhan atas Perubahan berdakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun
997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang (Lembaran
wegara Labun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4042);

5 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 lentang  Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ! smbaran Negara Tahun
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L. ndang-undang Nomor 18 Tahun 2001 diting Clanomi Khosts bom
Frovinds. Ducrah  Istimews  Aceh sebagal  Provinsd Manpperoe Acel
Darussalam. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nemor 114, Tambahan
Lembaran Nepara Nomor 4434

£

- Undang-undany Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antdra Pemerintah Pusal dan Dacrale  (Lembaran Negars Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165),

Dengan Persctujuan

DEMWAN PERWAKILAN RAKYA'T DAERAII KABUPATEN ACEI SINGKIL

Menctapkan

MEMUTUSKAN :

QANUN IKABUPATEN ACLII SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BADB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal {

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil;

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Acch Singkil;
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten adalah Dinas
Tenaga Keiza dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Acch Singkil;

¢. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk Kabupaten Acch Singkil.
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BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Kabupaten Acch Singkil.

BABD III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilites Penduduk Kabupaten dipimpin

oleh scorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupzti melalui Sckretaris Dacrah.



BAB IV
TUGAS

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten mempunyai lugas
melaksanakan Kewenangan Otonomi Dacrah di bidang Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk.

BAB V
FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan lugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk  Kabupaten mempunyai
fungsi:

4. perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang Tenapa Kerja dan Mobilitas
Penduduk Kabupaten;

b. pelaksanaan registrasi Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, identitas
dan pencatatan perpindahan serta mutasi Penduduk Transmigrasi:

pengarahan pencmpatan dan penataan pemukiman penduduk;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di
bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten,

f. pengelolaan Urusan Kelatausahaan Dinas.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas
Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten mempunyai Kewcnangan
scbagai berikut :

a. perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Tenaga
Kerja dan Mobilitas Penduduk :

b. penyelengparaan pengawasan dan standard pelayanan minimal dalam
Didany Tenagn Kera dan Mobilitas Penduduk Daerah yang wajib
dilaksanskan olch Kabupaten;

C. Ppenyusunan rencana bidang Tcnaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Dacrah;

d. penyclenggaraan sistim Tenagae Kerja dan Mobilitas Penduduk

€. pengawasan tekhnis techadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-
undangan dibidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;

f. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang Tenaga Kerja
dan Mobilitas Penduduk;

g penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas
tenaga kerja dan balai jatihan kerja;



m.

penyclenggaraan dan pengawasan hubungan industnal, perlindungan
pckerja dan jaminan sosial pekerja;

penyelenpparaan  kesclamatan  kerja, keschatan  Kerja,  higicne
perusahaan, hingkungan kerja dan crgonomi;

penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimaimn;
penyclenggaraan atas pelaksanaan upah minimum;

pemberian rckomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan Tenaga Kerja
dan Mobilitas Penduduk:

peactapan  kebijakan  untuk  mendukung  pembangunan  bidang
Ketenagakcerjaan;

penyelenggaraan dan pengawasan standard minimal dalam  bidang
kelenagakerjaan yang wajib dilaksanakan olch Dacrah;

penyusunan rencana bidang Kelenagakerjaan,
perizinan bidang Ketenagakerjaan dan Pelatihan;

pengawasan  {ckhnis  terhadap  pelaksanaan  seturuh  bidang
ketenagakerjaan scsuai dengan peraturan perundang-undangan,

penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang ketcnagakerjaan;

penyclenggaraan atau persetujuan intermasional atas nama Dacrah
dibidang ketcnagakerjaan,

BAB ViI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1} Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Kabupaten terdirt dari :
Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;

¢. DBagian Tata Usaha, membawahkan :
I} Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan,
3) Sub Bagian Kepegawaian;
d. Sub Dinas Program, membawahkan :
1} Scksi Penyusunan Program;
2) Seksi Pcngawasan dan Pengendalian;
3) Seksi Data dan Informasi;
4) Scksi Evaluasi dan Pelaporan.
c. Sub Dinas Kelenagakerjaan dan  Mobilitas  Penduduk,
membawahkan :
1) Seksi Balai latihan kerja dan pencmpatan penduduk;
2) Tenaga kerja Asing dan perbekalan;
3} Pembinaan Mental dan kemasvarakatan.

f Sub Dinas pendaftaran umah kema dan pendaftaran menduduls



1} Scksi pengkajian dan pendaltaran Penduduk;
2) Scksi Pemantavan dan pengawasan  Tenaga Kerja  dan
penyerahan penduduk;
3) Sckst santunan, ansuransi dan pemnbinaan mental
8 Cabang Dinas;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( Unit Pclaksana Tckhnis Dinas );
i. Kelompok Jabatan F ungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk Kabupaten sebagaimana terlampir.

BADB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(I) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas.

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban keria Dinas, :

(3) Pengangkatan tethadap tenaga fungsional dilakukan scsual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAD IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERUENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas di anpkat dan diberbentikan
oleh Bupati.

(2) Kcpala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan
Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sckretaris Daerah Kabupaten
atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul
dari Kepala Dinas.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi
vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah,

Pasal 11

(1) Setiap Pimpinan Unit Kena di lingkungan Dinas berkewajiban
memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bag;
pelaksanazn ugas bawahan,



(2) Apabila kcpala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka
Kepala Dinas harus menunjuk scorang pegawai unluk melaksanakan
tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daflar Urut Kepangkatan
dan mclaporkannys kepada DBupati melalui  Sckretaris Dacrah
Kabupaten.

Pasal 12
(1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan

tugas sccara berkala kepada atasan.

(2) Setiap laporan yang diterima olch Pimpinan Unit Kerga dari bawahan
wajib diolazh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pcjabat
lain yang sccara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X1
KEPEGAWAIJAN

Pasal 13

(I) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesual
dengan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Pengalthan  jonis  kepegawaian  disesuaikan  dengan  Kkelentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon Jabatan Dinas Tenuga Kerja dan Mobilitas Penduduk Acch Singkil
scbagai berikut

a. Kepala Dinas : Eselon I1Lb
b Wakil Kepala Dinas : Esclon llLa
Kepala Bagian Tata Usaha : Esclon Ill.a
d. Kepala 5ub Dinas : Eselon {ll.a
e. Kepala Scksi . Esclon1V.a
BAB X1
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di
bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ( APBD ) serta
sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.



BAB XII1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur datam Qanun ini akan ditetapkan kemudian
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepamjang mengenai ketentuan
pclaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman vang
berlaku

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2001 Seri D Nomor 3 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil, dinyatakan tidak
berlaku lagi

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahninya, memerintahkan Pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

Ditctapkan di : Singkil
Pada tanggal 10 Januan 2003

BUPAT] ACEH SINGKIL
Cap / Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Di undang,l-.an Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

e, 37 Tahun 2002 Seri D Nomor 19
/\wnfﬂ vpl{an tanggal 16 Januari 2003
& Ao, 1: ATI ACEH SINGKIL

,_'___ﬂ_uu— #I DAERAH KABUPATEN
( ETWILDA

S0 AL RIDWAN HASAN. SH
Pesibiriil Utama Muda/Nip. 390 009 540
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